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ABSTRAK 

 

 

Hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hakim dilakukan 

pembinaan terhadapnya sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Pembinaan Hakim Non-Palu. Dalam kasus salah satu hakim Pengadilan 

Negeri di Provinsi Jambi, setelah dilakukan pembinaan selama kurang lebih 2 

(dua) tahun dalam hal disiplin kerja, peningkatan etos kerja, serta konduite berupa 

berkelakuan, kemampuan atau kepatuhan terhadap tata tertib aturan kepegawaian 

hanya bernilai “cukup”, bahkan hakim yang bersangkutan kembali mengulangi 

pelanggaran hukuman disiplin pada tahun 2018, padahal tujuan dibentuknya 

SEMA sebagai petunjuk dalam melakukan pembinaan bertujuan untuk melakukan 

pembinaan, peningkatan kualitas hakim dan mengurangi data statistik hukuman 

disiplin. Masalah yang akan dicari jawabannya adalah pertama, bagaimana 

pengaturan pembinaan terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran 

kode etik hakim oleh Mahkamah Agung, kedua bagaimana implikasi pembinaan 

hakim dalam kasus pelanggaran kode etik hakim oleh salah satu hakim 

Pengadilan Negeri di Provinsi Jambi. Untuk menjawab hal tersebut penulis akan 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaturan 

pembinaan terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hakim 

oleh Mahkamah Agung, dan mengetahui implikasi pembinaan hakim dalam kasus 

pelanggaran kode etik hakim oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri di Provinsi 

Jambi. Setelah melakukan penelitian yang mendalam, pembinaan terhadap hakim 

yang bersangkutan tidak mencapai apa yang dicita-citakan Mahkamah Agung 

untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi statistik hukuman disiplin. Oleh 

karena itu, penulis berpendapat diperlukan penyempurnaan pengaturan pembinaan 

terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hakim sehingga 

tercapai tujuan dilakukannya pembinaan tersebut sebagaimana yang dicita-citakan 

oleh Mahkamah Agung. 
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